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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-
Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado
Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja KPP
Pratama Manado dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak. Penyusunan laporan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari
2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak.
Dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait untuk
memahami pencapaian, tantangan, dan upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Manado
sepanjang tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi dan perbaikan
kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal

pemenuhan kewajiban perpajakan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga
memerlukan masukan dan koreksi dari berbagai pihak. Serta seluruh jajaran KPP Pratama
Manado berkomitmen untuk terus-menerus melaksanakan perbaikan dengan langkah-
langkah pencapaian sasaran yang meningkat dari waktu ke waktu.

Manado, 24 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Manado

Udji Setiono
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Bab |

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya
masyarakat, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip
dasar good governance. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
serta kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi
penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

instansi pemerintah kepada publik.

Sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6
Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak, penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Berdasarkan landasan hukum tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado
memiliki kewajiban untuk menyusun, menetapkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja
(LAKIN) Tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi
publik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini bertujuan untuk memberikan gambaran
menyeluruh mengenai pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama
Manado. Proses penyusunan laporan ini didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dirancang sesuai dengan Rencana Strategis
(Renstra) organisasi. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap
kinerja organisasi, sehingga dapat diidentifikasi capaian yang sudah optimal maupun kendala

yang dihadapi selama tahun berjalan.

Pada Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado diberikan target
penerimaan sebesar Rp2.295.677.714.000 dengan realisasi penerimaan berdasarkan
aplikasi Mandor sebesar Rp2.302.457.761.087 atau mencapai 100,30%. Meskipun target
penerimaan Tahun 2024 terpenuhi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tetap
mengalami permasalahan, yaitu belum optimalnya penerimaan pajak dari kegiatan pengujian
kepatuhan material di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
Permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan strategi untuk memastikan penerimaan

pajak dapat lebih maksimal.
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Secara umum, KPP Pratama Manado telah menunjukkan hasil kinerja yang
menggembirakan selama tahun 2024. Capaian-capaian tersebut merupakan hasil kerja keras
dan kolaborasi seluruh jajaran pegawai dalam mendukung pencapaian target yang telah
ditetapkan. Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat
beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja. Kendala ini menjadi

pelajaran berharga untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh
informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja KPP Pratama Manado. Selain itu,
laporan ini juga menjadi instrumen penting bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan
evaluasi, memberikan masukan konstruktif, dan mendukung peningkatan kinerja organisasi
di masa depan. Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi yang dituangkan dalam
laporan ini mencerminkan upaya KPP Pratama Manado dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik demi mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan
informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
Sedangkan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado antara lain:

1) menyelenggarakan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

2) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang
KPP;

3) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Waijib Pajak;

4) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

5) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

6) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

7) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun
masyarakat;

8) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
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9) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;

10) penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

11) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

12) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan
eksternal;

13) pemutakhiran basis data perpajakan;

14) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

15) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

16) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

17) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

18) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

19) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

20) pelaksanaan administrasi kantor.

Guna memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Manado memiliki 1 Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) vyaitu KP2KP Tomohon. Adapun tugas dan fungsinya melaksanakan
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian
informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan,
dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, tugas dan fungsi yang diperankan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado pada hakikatnya merupakan amanat seluruh
rakyat. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado berusaha untuk menjadi
pelaksana kebijakan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna
dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat
mempertanggungjawabkan keberhasilan serta kegagalan visi dan misi yang dibebankan
secara transparan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado ditetapkan sebagai KPP Pratama
Kelompok |. Dalam menjalankan tugas, KPP Pratama Kelompok 1 terbagi menjadi

beberapa seksi dengan tugas masing-masing yaitu sebagai berikut:



1)

LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA MANADO

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan
pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko,
internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan,
serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran,
dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian,
pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman
dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan,
penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi
data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan
pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan
monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk
pengolahan data perpajakan.

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan
dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib
Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan
konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian
permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau
masyarakat, pemenuhan hak Waijib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan
penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi
penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis,
penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak
melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset
takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan
pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan
administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan,
penilaian, dan penagihan.

Seksi Pengawasan |, Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan lll, Seksi Pengawasan
IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas
melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib
Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan,
pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan

pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan
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potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan,

penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan

pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan

konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut

pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan

penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

C. Sistematika Laporan

Sistematika pelaporan LAKIN KPP Pratama Manado Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan

LAKIN: kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Manado; struktur organisasi

KPP Pratama Manado; serta sistematika pelaporan.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis

(Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

Bab Ill Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1.

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.

Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasikan anggaran yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini disajikan informasi mengenai geografis dan SDM yang ada di KPP
Pratama Manado.

Kinerja Lain-Lain

Pada Bab ini disajikan penghargaan yang diperoleh KPP Pratama Manado
dalam tahun 2024.

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Subbab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja KPP Pratama Manado

selama tahun 2024.
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Bab Il

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado untuk Tahun
2024 disusun berdasarkan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), prioritas nasional, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
yang memperhatikan informasi tematik dari APBN. Dalam Renstra DJP, terdapat fokus utama
untuk mendukung peningkatan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
serta memperkuat sistem perpajakan melalui modernisasi teknologi informasi dan
pengembangan sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola

perpajakan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, DJP memiliki peran strategis dalam
mendukung pemulihan ekonomi, reformasi sistem perpajakan, dan penguatan sektor digital.
KPP Pratama Manado juga berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan fiskal yang mendukung
daya saing ekonomi, termasuk melalui pemberian insentif perpajakan kepada sektor

terdampak pandemi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan inovasi teknologi.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 di lingkungan KPP Pratama Manado
dirancang untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada
beberapa aspek utama. Pertama, optimalisasi penerimaan negara melalui pengawasan
kepatuhan berbasis risiko dan perluasan basis pajak. Kedua, persiapan implementasi sistem
core tax administration system (CTAS) untuk mendukung digitalisasi administrasi perpajakan.
Ketiga, penguatan layanan kepada wajib pajak melalui inovasi teknologi. Keempat,
pelaksanaan kebijakan tematik APBN, seperti dukungan untuk pemulihan ekonomi dan

keberlanjutan pembangunan hijau, melalui pajak karbon dan insentif ramah lingkungan.

Dengan demikian, perencanaan kinerja KPP Pratama Manado tidak hanya
mencerminkan target strategis DJP, tetapi juga mendukung prioritas nasional dan kebutuhan
masyarakat. Sinergi antara Renstra, prioritas nasional, RKA, dan tema APBN diharapkan
dapat memberikan dampak positif terhadap tata kelola perpajakan dan pencapaian

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Manado turut serta dalam mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditargetkan
melalui penetapan Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun 2024

sebagai berikut:
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Kode
SS/IKU

Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama

Target

Stakeholder Perspective

data potensi perpajakan

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100%
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 100
proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective
2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan o
2a-CP Pembayaran Masa (PPM) 100%
2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 100%
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian o
3a-CP Kepatuhan Material (PKM) 100%
Internal Process Perspective
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
43-CP Persen’Fase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 74%
edukasi dan penyuluhan
4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 100%
5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa 90%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 100%
dan/atau keterangan
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100%
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP tepat 100%
waktu
7 Penegakan hukum yang efektif
7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100%
7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75%
7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100%
8 Data dan informasi yang berkualitas
83-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan 100%

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55%
Learning & Growth Perspective

9 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi 100
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan
9c-N ) - 90
manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100

Sumber: Aplikasi Mandor
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Bab Il
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sampai dengan

triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode Sasaran Strategis/ Taraet Realisasi
SS/IKU Indikator Kinerja Utama 9
akeholder Pe pe e
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 103,30%
1b-CP Indeks r.ea!lsa3| per_tumbuhan penerimaan pajak bruto 100 100,23
dan deviasi proyeksi perencanaan kas
O er Pe pE e
2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan o o
2a-CP Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 100% 103,30%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian
2b-CP | SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang 100% 109,55%
Pribadi
3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan o o
da-CP Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 100% 100,21%
A 3 » oce PAa DEe o
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
43-CP Per_sentase peru_bahan perilaku lapor dan bayar atas 74% 88.80%
kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N Ipnéir:a;(jmhaﬁepuasan Pelayanan dan  Efektivitas 100% 111,40%
5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 120%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif
63-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 100% 120%
data dan/atau keterangan
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100% 120%
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 100% 95.13%
KPP tepat waktu
7 Penegakan hukum yang efektif
7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100% 113,94%
7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75% 110,11%
76-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 100% 100%
Permulaan
8 Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP Persent.ase penyelesal_an Iap_oran pengamatan dan 100% 120%
penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55% 80,20%
ea g & 0 Perspe e
9 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N Eersentase. Pegawai yang Memenuhi Standar 100 117,49
ompetensi
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85 97,66
9c-N Indek_s efektn_nt_as implementasi manajemen kinerja dan 20 99,18
manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks
Capaian
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Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Nilai Kinerja Organisasi
Sumber: Aplikasi Mandor

100

120

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 23% 46% 46% 72% 72% 100% 100%
Realisasi | 24,59% | 50,52% | 50,52% | 72,04% | 72,04% | 100,30% | 100,30%
Capaian | 106,91% | 109,83% | 109,83% | 105,05% | 105,05% | 100,30% | 100,30%

Sumber: Aplikasi Mandor
1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;
serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran
Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat
Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun
mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan
target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan
perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP
yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil
DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana

Penerimaan Per KPP.
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Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di

KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun

diadministrasikan di KPP baru.

3) Formula IKU
Realisasi penerimaan pajak
: : x 100%
Target penerimaan pajak
4) Realisasi IKU
Realisasi s.d. 31 Desember
No <elompok Target 2024 % %
Pajak 2024 Growth Growth
2023 2024
A Eﬁfghas'\'c’” 1.381.398.643.000 | 1.040.502.659.315 | 1.290.466.598.312 | -11.58 | 24.02 | 107.67 | 93.42
EEE‘B%A 859.923.701.000 | 971.602.230.069 | 954.539.886.620 | 4.64 | -1.76 | 99.11 | 111
PBB 9.474.572.000 10.182.825.518 10.516.363.539 | 14.15 | 3.28 | 11052 | 111
E:i’r?r'fya 44.880.798.000 46.577.530.000 46.959.646.189 5.73 0.82 | 92551 | 104.63
Pendapatan
E | bohporo ; 1.643.489.627 -2.694.955 -80.14 | -100.16 0 0
F | PPh Migas ] 19.758.896 -22.038.618 731.97 | -211.54 0 0
Total 2.295.677.714.000 | 2.070.528.493.425 | 2.302.457.761.087 | -4.66 112 | 1032 | 1003

Sumber: Aplikasi Appportal

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat
sebesar Rp2.302.457.761.087 dengan capaian sebesar 100.30% dari target
yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.295.677.714.000. Realisasi pada tahun ini

tumbuh sebesar 11.20% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat

pertumbuhannya -4.66%.

Target 2024

Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)

%

%

%

2024 Growth Growth Penc.
2023 2024 2023
A I'\Dﬂ'fgha’;m” 1.381.398.643.000 | 1.040.502.659.315 | 1.290.466.598.312 | -11.58 | 24.02 | 107.67 | 93.42
é‘a ':;hﬂ 544.746,517,000 | 471.351.581.910 | 610.045.225004 | 10.74 | 29.42 | 100.87 | 111.99
g'a Z;hzz 36,844,964,000 | 24.937.198.722 | 31.660.733.818 | 12.04 | 26.96 | 113.04 | 85.93
3. PPh
Pasal 22 6,923,959,000 4.685.408.109 7.362.961.190 | 5657 | 57.15 | 150.58 | 106.34
Impor
‘F‘,'a Z;hzs 105,126,390,000 | 70.118.712.720 | 70.584.528.030 | 10.32 | 066 |113.27 | 67.14
5. PPh
Pasal 25/29 | 43,955,694,000 | 35224.070515 | 37.037.347.321 | 16.75 | 515 | 103.33 | 84.26
oP
6. PPh
Pasal 25/29 | 346,245,872,000 | 232.571.613.995 | 317.822.045.466 | 1.74 | 36.66 | 109.58 | 91.79
Badan
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7. PPh
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SN 9,159,387,000 7.533.831.907 4758287271 | 2423 | -36.84 | 120.89 | 51.95
ﬁinZTh 286,028,056,000 | 192.477.524.836 | 209.813.229.889 | -5158 | 901 |121.76 | 73.35
9. PPh Non

Migas 2.367.804,000 1.602.716.601 1.382.240.233 0 1376 | o0 58.38
Lainnya

EEEB‘%A 859.923.701.000 | 971.602.230.069 | 954.539.886.620 | 464 | -1.76 | 9911 | 111
1. PPN

Dalam 654687 350,000 | 962365328202 | 044695481144 | 545 | -184 | 98.68 | 11053
Negeri

2. PPN 5.445.724.583 7810023118 | 2081 | 4342 | 118.66 | 162.67
Impor 4.801.150.000 -445.724. -810.023. : : : :

3. PPNBM

Dalam 42.724.000 48.472.615 153.434.571 864 | 21654 | 78.09 | 359.13
Negeri

4. PPnBM ] . 0 0 0 0 .
Impor

5. PPN 445.273.289 1.880.947.787 | 14229 | 322.43 | 120.04 | 479.26
Lainnya 392.468.000 ’ ) ) ) ’ ) ) ) )

6. PPNBM . 0 0 0 0 0 0
Lainnya

PBB 0.474.572.000 10.182.825.518 | 10.516.363539 | 1415 | 328 |11052 | 111
Pajak

o 14.880.798.000 | 46-577.530000 | 46.950.646189 | 573 | 082 | 9251 | 104.63
Pendapatan

Rl ] 1.643.489.627 -2.694.955 8014 | -100.16 | 0 0
PPh Migas ] 19.758.896 -22.038.618 73197 | 21154 | 0 0
Total 2.295.677.714.000 | 2.070.528.493.425 | 2.302.457.761.087 | -4.66 | 11.2 | 103.2 | 1003

Sumber: Aplikasi Appportal

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada tahun 2024. Kontribusi

penerimaan terbesar berasal dari kelompok PPh Non Migas yang terdiri dari PPh
Pasal 21 dengan nilai Rp610.045.225.094 yang pertumbuhannya sebesar
29,42%, PPh Pasal 25/29 Badan dengan nilai Rp317.822.045.466 yang
pertumbuhannya 36,66%, dan PPh Final dengan nilai 209.813.229.889 yang
pertumbuhannya 9,01%. Sedangkan dari kelompok PPN dan PPnBM, kontribusi
penerimaan PPN Dalam Negeri
Rp944.695.481.144 namun pertumbuhannya turun sebesar 1,84%, diikuti
dengan PPN Impor dengan nilai Rp7.810.023.118 yang pertumbuhannya
sebesar 43,42% Rp1.880.947.787 dengan
pertumbuhan 322,43%.

terbesar berasal dari dengan Nilai

dan PPN Lainnya sebesar

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
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Persentase realisasi

91,85% | 102,06% | 119,56% | 103,20% | 100,30%

penerimaan pajak

Sumber: Dokumen Validasi NKO KPP Pratama Manado 2020-2023

Secara umum, terdapat tren positif dari realisasi penerimaan pajak dari tahun
2020 hingga 2024. Target penerimaan pajak berhasil dicapai dan bahkan
terlampaui setiap tahun mulai 2021. Realisasi capaian IKU Persenase realisasi
penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan
dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, penerimaan pajak didorong oleh
membaiknya pereknomonian nasional, peningkatan harga komoditas, dan
implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPN, penyesuaian tarif PPN, dan PPN
PPMSE. Selain

pengawasan Waijib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi

itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari

di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan
berkurangnya ketidakpastian siklus usaha pasca pandemi mendorong peningkatan
tax base PPh dan PPN.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)
dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target Tahun
Nama IKU Target Tahun o
2024 Renstra 2024 pada Realisasi
2024 RPJMN
DJP PK
Persentase
realisasi
. 100% - 100% 100,30%
penerimaan
pajak
Sumber: Aplikasi Mandor
Tercapainya Target |IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

menggambarkan pemulihan yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga

melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember

2024 diantaranya:

a) Aktivitas ekonomi yang meningkat setelah pandemi COVID-19 mendorong
konsumsi, investasi, dan produksi. Hal ini secara langsung meningkatkan
penerimaan pajak dari sektor-sektor utama, seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Masuk;

12
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b) Pemerintah menerapkan kebijakan reformasi perpajakan, seperti modernisasi
administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan;

c) Perbaikan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mencakup peningkatan kepatuhan
waijib pajak dan optimalisasi penggalian potensi pajak;

d) Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif meningkatkan
kesadaran waijib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya;

e) Adanya insentif bagi wajib pajak yang patuh serta penegakan hukum terhadap
pelanggaran pajak memperkuat sistem pengawasan,;

f) Pemanfaatan big data untuk mendeteksi potensi pajak tersembunyi dan
mengurangi praktik penghindaran pajak; dan

g) Pemulihan ekonomi global meningkatkan permintaan ekspor, yang berdampak
pada pertumbuhan sektor-sektor terkait di dalam negeri dan penerimaan pajak
yang lebih besar.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional
Target Tahun Standar Nasional Realisasi Tahun
Nama IKU
2024 (APBN) 2024
Persentase
realisasi 100% 100% 100,30%
penerimaan pajak

Sumber: Aplikasi Mandor

Pada akhir Desember 2024, penerimaan pajak berhasil melampaui target
yang telah ditetapkan, didukung oleh pertumbuhan positif pada berbagai jenis pajak
utama. Salah satu faktor pendukung adalah membaiknya kinerja PPN Dalam
Negeri, yang dipengaruhi oleh terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia,
meningkatnya konsumsi masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu,
implementasi UU HPP yang menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% turut
memberikan kontribusi signifikan. Di sisi lain, peningkatan penerimaan PPh Migas
dan PPh Non Migas secara keseluruhan didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih

tinggi, kenaikan harga komoditas, dan penerapan bauran kebijakan yang efektif.
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e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian

kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian

kinerja, antara lain:

a) Pengawasan penerimaan pajak pembayaran masa sesuai dengan DPP dan
outstanding,

b) Penyelesaian DPP tahun sebelumnya dan SP2DK outstanding;

¢) Melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran;

d) Memproses data pemicu tahun berjalan Approweb untuk diterbitkan SP2DK;

e) Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak
tahun berjalan;

f) Melakukan komunikasi dan/atau konseling atas Wajib Pajak yang
mengalami penurunan pembayaran pajak tahun berjalan;

g) Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan tahun sebelumnya;

h) Melaksanakan Upaya penagihan sesuai dengan DSPC dan Non DSPC; dan

i) Monitoring dan evaluasi secara rutin.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak:

1) Pemulihan ekonomi di kawasan Kota Manado dan Kota Tomohon;

2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program
Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan
pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE); dan

3) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi
yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak:

1) Penurunan volume penjualan komoditas cengkeh dan kopra yang
disebabkan karena tahun 2024 bukan merupakan siklus dua tahunan;
dan

2) Penurunan pagu APBN/APBD.
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Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado sebagai solusi atas adanya

faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a) Telah dilakukan penerbitan STP sesuai dengan dafnom STP tahun berjalan;

b) Telah diterbitkan surat imbauan dan SP2DK kepada Wajib Pajak-Wajib
Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak tahun
berjalan;

c) Telah dilakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan daftar
sasaran ekstensifikasi yang tersedia;

d) Telah dilakukan penyelesaian atas SP2DK yang berasal dari DPP maupun
yang outstanding; dan

e) Telah dilakukan visit dan konseling kepada Wajib Pajak yang memiliki
SP2DK.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian dalam kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan

mengoptimalkan efisiensi sumber daya KPP Pratama Manado. Beberapa

langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui
pengembangan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan
basis data untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas
administrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efisien;

b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan

¢) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa
penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin
dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari berbagai program

yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Manado sepanjang tahun 2024. Program-

program tersebut meliputi:

a) Memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi dengan mencocokkan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Waijib Pajak
(NPWP);

b) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan

pengawasan yang dilakukan lebih terarah; dan
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6)
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c) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi terkait
perpajakan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan

mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi

risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado adalah:

a) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada
Waijib Pajak; dan

b) Risiko sosial dan budaya yang memengaruhi kesadaran pajak dapat diatasi
dengan secara konsisten mengadakan kampanye edukasi pajak dan
membangun budaya kepatuhan pajak melalui institusi pendidikan seperti
universitas dan sarana pembelajaran lainnya.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah

diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa

kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Manado dan upaya yang dilakukan

untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a) Tantangan terkait kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian
diatasi melalui optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaporan hasil
pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan
tersebut; dan

b) Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak
ditangani dengan melakukan pengawasan yang terfokus sesuai dengan
kebijakan nasional, serta memperkuat sinergi melalui program bersama,
analisis bersama, dan proses bisnis bersama.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik
pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target penerimaan

pajak di KPP Pratama Manado melalui berbagai cara sebagai berikut:

a) Dengan mengedepankan kesetaraan gender, KPP dapat menjangkau lebih
banyak perempuan sebagai pelaku usaha, baik di sektor formal maupun

informal. Program sosialisasi yang sensitif gender dapat meningkatkan
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kesadaran perempuan terkait kewajiban perpajakan, sehingga memperluas
basis pajak; dan

b) Penyediaan fasilitas ramah disabilitas di KPP Pratama Manado dapat
mendorong waijib pajak penyandang disabilitas untuk memenuhi kewajiban
pajak mereka dengan lebih mudah.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan
tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan
stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN memiliki peran penting
dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

a) Menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,
rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi bagi kelompok rentan
terhadap dampak perubahan iklim;

b) Menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi
masyarakat;

¢) Mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berfokus pada
pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender; dan

d) Digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan komunitas, serta pelaksanaan subsidi dan program bantuan
langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

1) Melanjutkan semua aktivitas pengawasan pembayaran masa, 2025
yaitu: penerbitan STP, dan pemanfaatan data pemicu tahun
berjalan, kegiatan ekstensifikasi, serta pembuatan SP2DK
dan/atau surat imbauan kepada WP yang belum
melaksanakan  kewajiban pembayaran pajak tahun
berjalannya;

2) Melanjutkan semua aktivitas pengawasan kepatuhan material,
yaitu: penerbitan STP, dan pemanfaatan data pemicu selain
tahun berjalan; penyelesaian SP2DK outstanding dan SP2DK
DPP;

3) Visit dan konseling pada Wajib Pajak yang belum sepenuhnya
patuh dalam membayar pajak; dan

4) Menyusun strategis pengamanan penerimaan pajak nasional
tahun 2025 sesuai amanat UU APBN Tahun 2025.
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Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi

Perencanaan Kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 100 100 100 102,56 102,56 100,23 100,23
Capaian 100% 100% 100% | 102,56% | 102,56% | 100,23% | 100,23%
Sumber: Aplikasi Mandor
1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;
serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua
komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar
60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.
Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan
adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto
nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t)
adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi
dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100
persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t)

adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi
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dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100

persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun
mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP
baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja
Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian
dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja

Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini

Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa

Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja

Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja

Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru,

adalah sebagai berikut:

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu
periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan
Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai
dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru
pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama
di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru
terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit

kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota

Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

19



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA MANADO

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu
periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan
Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai
dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada
suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di
tahun sebelumnya, dari Waijib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan
sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat
Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal
Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi

dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan

termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan
penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali.

Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok

keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan
pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang

berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows)

yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara

realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu

tertentu < 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan

kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.
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3) Formula IKU
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perencanaan penerimaa

penerimaan kas)

n kas =

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak

bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan

4) Realisasi IKU

Ranking
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=]
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. PRATAMA LUWUK
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. PRATAMA TAHUNA
PRATAMA BITUNG
. PRATAMA GORONTALO
. PRATAMA TOBELO

[1= I T I A L R
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=
s

]

KPP

. PRATAMA KOTAMOBAGU

Bruto

120.00 %
11813 %
120.00 %
115.96 %
110.46 %
94.99 %
10243 %
91.16 %
90.52 %
1513 %
103.88 %

Sumber: Aplikasi Mandor

Deviasi sd. Tw 4
(Min 0, Maks 120%)
110.00 %
100.00 %
90.00 %
90.00 %
90.00 %
100.00 %
90.00 %
100.00 %
100.00 %

70.0

0%
80.00 %

Realisasi

115.00 %
109.07 %
105.00 %
102.98 %
100.23 %
97.50 %
96.22 %
95.58 %
9526 %
9257 %
91.94 %

Berdasarkan realisasi pada aplikasi Mandor, pertumbuhan bruto mencapai

110,46% dan deviasi perencanaan kas sebesar 90% sehingga menghasilkan

realisasi

pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi

perencanaan kas hingga akhir Desember 2024 mencapai 100,23%.

proyeksi

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indeks realisasi
pertumbuhan
penerimaan pajak bruto - - - 108,69 100,23
dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

Sumber: Dokumen Validasi NKO KPP Pratama Manado 2023

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yang mencapai

108,69, pada tahun 2024 Indeks realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi

proyeksi perencanaan kas mencapai 100,23 yang mana mengalami penurunan
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sebesar 7,78%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada komponen deviasi
perencanaan kas yang pada tahun 2023 mencapai 120%.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)
dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target Target
Nama IKU
2024 Renstra | Tahun 2024 | Tahun 2024 | Realisasi
DJP RPJMN pada PK

Indeks realisasi
pertumbuhan
penerimaan pajak bruto - - 100 100,23
dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

Sumber: Aplikasi Mandor

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP,
dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga tidak
dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional
Standar
Target Tahun Realisasi
Nama IKU Nasional
2024 Tahun 2024
(APBN)
Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan
100 - 100,23
deviasi proyeksi perencanaan
kas

Sumber: Aplikasi Mandor

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.
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e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja

Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado untuk menunjang

pencapaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi

proyeksi perencanaan kas, antara lain:

a) Melakukan pengawasan pembayaran masa sesuai DPP dan outstanding
secara rutin;

b) Melakukan perhitungan prognosa dengan mempertimbangkan faktor-faktor
yang mempengaruhinya, seperti penerimaan tahun sebelumnya dan
realisasi perkembangan sektor tertentu yang dominan; dan

c) Memastikan seksi pengawasan dapat memonitoring PPM bulan berjalan
sehinga tidak menyebabkan deviasi yang terlalu besar.

2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung

keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan

kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
deviasi proyeksi perencanaan kas:

1) Pemulihan ekonomi di kawasan Kota Manado dan Kota Tomohon; dan

2) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi
yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b) Pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas:

1) Penurunan volume penjualan komoditas cengkeh dan kopra yang
disebabkan karena tahun 2024 bukan merupakan siklus dua tahunan;
dan

2) Terdapat pembayaran PPM yang bersifat outlier dengan nominal
signifikan pada triwulan | dan awal triwulan Il sehingga deviasi proyeksi
penerimaan menjadi lebih besar.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan

deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

a) Perhitungan prognosa PPM menggunakan data historis penerimaan,;
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b) Memastikan seksi pengawasan dapat me-monitor PPM bulan berjalan
sehingga tidak menyebabkan deviasi yang terlalu besar;

c) Melakukan update komitmen PKM pada aplikasi DRM secara berkala; dan

d) Finalisasi proyeksi penerimaan dengan Komite Kepatuhan.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian dalam kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan

deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi

sumber daya KPP Pratama Manado. Beberapa langkah efisiensi yang
diterapkan meliputi:

a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui
pengembangan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan ba-
sis data untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas admin-
istrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efisien;

b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan

¢) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa
penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin di-
capai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi

proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilaksanakan oleh KPP Pratama Manado sepanjang tahun 2024. Program-
program tersebut meliputi:

a) Memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan meningkatkan
penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak sehingga kegiatan
pengawasan dilakukan lebih terarah; dan

b) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi terkait

perpajakan.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi
atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi yang dilakukan oleh KPP

Pratama Manado adalah:
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a) Risiko terhadap ketidakpatuhan Waijib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, serta melakukan edukasi dan sosialisasi
kepada Wajib Pajak.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah
diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang

dihadapi oleh KPP Pratama Manado dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut antara lain:

a) Tantangan terkait kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian
diatasi melalui optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaporan hasil
pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan
tersebut; dan

b) Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak
ditangani dengan melakukan pengawasan yang terfokus sesuai dengan
kebijakan nasional, serta memperkuat sinergi melalui program bersama,
analisis bersama, dan proses bisnis bersama.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik
pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target penerimaan

pajak bruto di KPP Pratama Manado melalui berbagai cara sebagai berikut:

a) Dengan mengedepankan kesetaraan gender, KPP dapat menjangkau lebih
banyak perempuan sebagai pelaku usaha, baik di sektor formal maupun
informal. Program sosialisasi yang sensitif gender dapat meningkatkan
kesadaran perempuan terkait kewajiban perpajakan, sehingga memperluas
basis pajak; dan

b) Penyediaan fasilitas ramah disabilitas di KPP Pratama Manado dapat
mendorong waijib pajak penyandang disabilitas untuk memenuhi kewajiban
pajak mereka dengan lebih mudah.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan
tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan
stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN memiliki peran penting

dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:
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Menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,
rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi bagi kelompok rentan
terhadap dampak perubahan iklim;

Menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi
masyarakat;

Mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berorientasi pada
pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender; dan
Dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan subsidi dan program

bantuan tunai langsung.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

2)

1) Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk menyusun

2025

proyeksi penerimaan dari PPM pada setiap triwulannya

berikutnya agar lebih akurat, salah satunya dengan melihat

data faktur yang telah terbit pada bulan berjalan; dan

Memanfaatkan aplikasi Dashboard Revenue Management

(DRM) dalam melakukan penyusunan proyeksi penerimaan

pada Triwulan berikutnya.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa (PPM)
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 23% 46% 46% 72% 72% 100% 100%
Realisasi | 25,49% | 53,53% | 53,53% | 72,21% | 72,21% | 100,30% | 100,30%
Capaian | 106,91% | 109,83% | 109,83% | 100,29% | 100,29% | 100,30% | 100,30%

Sumber: Aplikasi Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

tahun berjalan baik secara formal

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada

maupun material

pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) De

finisi IKU

yang mendukung

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat
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DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang
Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari
Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

x 100%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

4) Realisasi IKU

PPM
Unit Kerja
Target Realisasi Realizasi [KU % | Trajectory % | Capaian IKU %
270 - KANWIL DJFP SULUT TENGGO DAN MALUT | 20.662.264.044.000 20.792.913.724.760 100.62% 100.00% 100.63%

- PRATAMA MANADO 2.100.554.821.000 2.106.025.283.516 100.30% 100.00% 100.30%

Sumber: Aplikasi Mandor

Pada tahun 2024, persentase realisasi penerimaan pajak dadi kegiatan
pengawasan pembayaran masa (PPM) memiliki target sebesar
Rp2.100.554.821.000 dan berhasil mencapai realisasi  sebesar
Rp2.106.925.283.516 atau sebesar 100,30% dari target. Kontribusi penerimaan
pajak dari kegiatan PPM terhadap penerimaan pajak total sebesar 95,51% dari
Rp2.302.457.761.087.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase realisasi
penerimaan pajak dari - 104,23% 120% 102,96% | 100,30%

kegiatan Pengawasan
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Pembayaran Masa
(PPM)

Sumber: Dokumen Validasi NKO KPP Pratama Manado 2021-2023

Secara keseluruhan, penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) selalu memenuhi target dari tahun 2021 hingga 2024.
Puncak pencapaian terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 120%, sedangkan
pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan pencapaian. Penurunan ini sejalan
dengan penurunan volume penjualan komoditas cengkeh dan kopra yang
disebabkan tahun 2024 bukan merupakan siklus dua tahunan.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)
dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama [KU Target Tahun Target Target
2024 Renstra | Tahun 2024 | Tahun 2024 | Realisasi
DJP RPJMN pada PK

Persentase realisasi
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan 100% - 100% 100,30%
Pembayaran Masa
(PPM)

Sumber: Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan ekonomi yang
semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya penerimaan
pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

a) Aktivitas ekonomi di wilayah Sulawesi Utara meningkat sehingga mendorong
konsumsi, investasi, dan produksi;

b) Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif meningkatkan
kesadaran wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya; dan

c) Pemerintah menerapkan kebijakan reformasi perpajakan, seperti modernisasi

administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan.
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d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional
Target Tahun | Standar Nasional | Realisasi Tahun
Nama IKU
2024 (APBN) 2024
Persentase realisasi
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan 100% 100% 100,30%
Pembayaran Masa
(PPM)

Sumber: Aplikasi Mandor

Pada akhir Desember 2024, penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan,
didukung oleh pertumbuhan positif pada berbagai jenis pajak utama. Salah satu
faktor pendukung adalah membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri, meningkatnya
konsumsi masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Manado untuk menunjang
pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

a) Pengawasan penerimaan pajak pembayaran masa sesuai dengan DPP

dan outstanding;

b) Melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran;

¢) Memproses data pemicu tahun berjalan Approweb untuk diterbitkan

SP2DK;

d) Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak

tahun berjalan;

e) Melakukan komunikasi dan/atau konseling atas Wajib Pajak yang

mengalami penurunan pembayaran pajak tahun berjalan;
f) Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan tahun sebelumnya;

g) Melaksanakan Upaya penagihan sesuai dengan DSPC dan Non DSPC;

dan

h) Monitoring dan evaluasi secara rutin.
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2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):

1) Pemulihan ekonomi di Kawasan Kota Manado dan Kota Tomohon; dan

2) Peningkatan aktivitas pengawasan seperti pengawasan berbasis risiko,
pembentukan Komite Kepatuhan, serta intensifkasi pemajakan
ekonomi digital.

b) Pendorong penurunan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM):

1) Penurunan volume penjualan komoditas cengkeh dan kopra yang
disebabkan karena tahun 2024 bukan merupakan siklus dua tahunan;

2) Penurunan pagu APBN/APBD; dan

3) Banyaknya Wajib Pajak yang masih terlambat dalam melakukan
pembayaran masa.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado sebagai solusi atas adanya

faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

a) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
yang menyeluruh dan berkelanjutan;

b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan
pembayaran masa; dan

c) Mengoptimalkan potensi perpajakan serta menindaklanjuti data perpajakan
di tahun berjalan.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian dalam kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber

daya KPP Pratama Manado. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan

meliputi:

a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui

pengembangan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan
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basis data untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas
administrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efisien;

b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan

c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa
penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin
dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa (PPM) merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh

KPP Pratama Manado sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut

meliputi:

a) Memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan meningkatkan
penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak sehingga kegiatan
pengawasan dilakukan lebih terarah;

b) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi yang telah ditentukan;
dan

c) Penggalian potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun
pajak berjalan.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah
disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

(PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya

risiko tidak tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado

adalah:

a) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, serta melakukan edukasi dan sosialisasi
kepada Wajib Pajak;

b) Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dan berkoordinasi dalam
rangka pelaksanaan tugas harianya;

c) Melaksanakn monitoring dan evaluasi terhadap remcana pelaksanaan
penggalian potensi.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah
diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

(PPM) dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi KPP
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Pratama Manado dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

antara lain:

a) Tantangan terkait kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian
diatasi melalui optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaporan hasil
pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan
tersebut; dan

b) Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak
ditangani dengan melakukan pengawasan yang terfokus sesuai dengan
kebijakan nasional, serta memperkuat sinergi melalui program bersama,
analisis bersama, dan proses bisnis bersama.

7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik
pengguna layanan maupun penerima manfaat
Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target penerimaan
pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di KPP Pratama
Manado melalui berbagai cara sebagai berikut:

a) Dengan mengutamakan prinsip kesetaraan gender, KPP dapat lebih efektif
menjangkau perempuan sebagai pelaku usaha, baik di sektor formal
maupun informal. Program edukasi perpajakan yang ramah gender dapat
meningkatkan pemahaman perempuan tentang kewajiban perpajakan,
sehingga berkontribusi pada perluasan basis pajak; dan

b) Penyediaan fasilitas ramah disabilitas di KPP Pratama Manado dapat
mendorong wajib pajak penyandang disabilitas untuk memenuhi kewajiban
pajak mereka dengan lebih mudah.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan
tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan
stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN memiliki peran penting
dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

a) Menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,
rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi bagi kelompok rentan
terhadap dampak perubahan iklim;

b) Menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi
masyarakat;

¢) Mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berorientasi pada

pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender; dan
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d) Dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan subsidi dan program
bantuan tunai langsung.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

1) Melanjutkan semua aktivitas pengawasan pembayaran masa, 2025

yaitu: penerbitan STP, dan pemanfaatan data pemicu tahun
berjalan, kegiatan ekstensifikasi, serta pembuatan SP2DK

dan/atau surat imbauan kepada WP yang belum

melaksanakan kewajiban pembayaran pajak tahun
berjalannya;

2) Melanjutkan semua aktivitas pengawasan kepatuhan material,
yaitu: penerbitan STP, dan pemanfaatan data pemicu selain
tahun berjalan; penyelesaian SP2DK outstanding dan SP2DK
DPP;

3) Visit dan konseling pada Waijib Pajak yang belum sepenuhnya
patuh dalam membayar pajak;

4) Menyusun strategis pengamanan penerimaan pajak nasional

tahun 2025 sesuai amanat UU APBN Tahun 2025.

4. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pph Wajib

Pajak Badan Dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%
Realisasi | 94,11% | 104,90% | 104,90% | 107,22% | 107,22% | 109,55% | 109,55%
Capaian | 120% 120% 120% | 119,14% | 119,14% | 109,55% | 109,55%

tahun berjalan baik secara formal

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada

pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

maupun material

yang mendukung

2) Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh
WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP

33



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA MANADO

Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan
memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak
atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi
Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP
Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT
Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada
Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Waijib Pajak Badan dan Orang pribadi
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint
operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative
Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non
Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan
melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Kriteria tepat waktu
penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP,
termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT
sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024
adalah sebagai berikut:

a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target
Waijib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT TahunanPPh diberikan
pembobotan 1,2;

b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target
Waijib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Waijib SPT pada Pimpinan Unit
Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; Tata cara penetapan
Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh

pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain
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Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan
Penilaian.
3) Formula IKU
(1,2 x Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang
disampaikan tepat waktu oleh WP waijib SPT) + (Jumlah SPT
Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat
waktu oleh WP wajib SPT)
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak
2023

x 100%

4) Realisasi IKU

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Pada tahun 2024,
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki
target 60.020 SPT. Hingga Desember 2024, KPP Pratama Manado berhasil

mencapai sebanyak 57.353 SPT namun mencapai realisasi bobot sebesar

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan

65.755,80 sehingga realisasi kinerja SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 mencapai
109,55%.
b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase capaian
tingkat kepatuhan
penyampaian SPT
Tahunan PPh Waiib - 101,76% | 115,70% | 107,04% | 109,55%
Pajak Badan dan
Orang Pribadi

Sumber: Dokumen Validasi NKO KPP Pratama Manado 2021-2023

Berdasarkan

diatas,

Persentase capaian

tingkat

kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan PPh Waijib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki

kinerja positif dan konsisten dimana capaiannya selalui melampaui target yang
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ditetapkan. Pencapaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar
115,70% kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2024
menunjukkan pemulihan dengan peningkatan realisasi sebesar 2,34%
dibandingkan tahun 2023.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)
dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target Target
Nama IKU
2024 Renstra | Tahun 2024 | Tahun 2024 | Realisasi
DJP RPJMN pada PK
Persentase capaian
tingkat kepatuhan
enyampaian SPT

benyamp - - 100% 109,55%
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan
Orang Pribadi

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP,
dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sehingga
tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional

Target Tahun | Standar Nasional | Realisasi Tahun
Nama IKU

2024 (APBN) 2024
Persentase capaian
tingkat kepatuhan
enyampaian SPT
benyamp 100% - 109,55%

Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan
Orang Pribadi

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase capaian
tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.
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e. Penjelasan dan analisis Berbagai pendukung atas IKU
1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja

Berbagao upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Manado untuk menunjang

pencapaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

a) Menghimbau penerbitan bukti potong lebih awal khususnya kepada instansi
pemerintah;

b) Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada perusahaan maupun instansi
pemerintah dengan jumlah pegawai yang besar;

c) Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan asistensi
pengisian SPT di beberapa tempat;

d) Menghimbau penyampaian SPT tepat waktu melalui whatsapp blast;

e) Menghimbau penyampaian SPT melalui media sosial agar jangkauan lebih
luas;

f) Meningkatkan pelayanan di TPT; dan

g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan PPh Waijib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi:

1) Pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi kepada waijib pajak melalui
berbagai saluran seperti seminar, webinar, dan media sosial telah
meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyampaikan SPT
Tahunan;

2) Implementasi e-Filing dan e-Form mempermudah wajib pajak dalam
melaporkan SPT secara cepat dan efisien; dan

3) Peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi tegas terhadap
keterlambatan penyampaian SPT membuat wajib pajak lebih disiplin.

b) Pendorong penurunan kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi:
1) Masih terdapat kelompok wajib pajak yang belum memahami

kewajiban pelaporan SPT Tahunan;
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